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BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT 11 SLEMAN

REPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il SLEMAN
Nomor 7,»’ / Eep.KDH / 1990,

Temang

PEDOMAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUN-
AN DAERAH ( APBD TINSEAT II ) KABUPATEN DAE-
RAH TINGEAT II SL=MAN.

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLENAK,

MENIMBANG : a. Bahwa untuk melaksanaken dan mensuksesken peleksanaan
REFELITA V Daerah Tingkat II Sleman diperluken upaya
dalem menyusun Anggeran Fendapstan dan Belanja Daereh
yang diarshlkan untuk mencapainys sssaran secara me-
nyeluruh,

b. Bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pembangunan dipan -
dang perlu dikeluarksn Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingka$% II Sleman tentang Pedoman Pelaksansan TProyek
Froyek Pembangunan Dserah ( APBD Tingkat II ) Slemen.

MENGINGAT 3 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahum 1974 H
2, Undang-Undang Nomor 15 Tahum 1950 jo Peraturan Te-
merintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3+ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tehun 1975
4. Peraturan Femerintah Nomer 6 Tzhun 1975

5« Eeputusan Presiden Nomor 29 Tashun 1984 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975

T. Feraturan Menterdi Dalam Hegeri Homor 1 Tahun 1980 3

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor O Tehun 1982

9. Eeputusan Henterd Dalam Negeri Nomor 900/099 tahun
1980 ;

10, Eeputusan Meateri Dalam Negeri Nomor 90%-=1%219 tahun
1985 ; :

11. Eeputusan Menteri Dalam Hegeri Nomor 23 tahun 1988 ;
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12. Eeputusan Gubernur Eepala Deersh Istimewa Yogyakarta
Nomor : 69/KPTS/1989 ;

15. Peraturen Daerah Ksbupeten Daersh Tingkat IT Sleman
Nomor : 1 tshmm 1989 ;

14. FPeraturan Daersh Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman
Lhomor : 3 tabum 1990 ;

15+ Keputusan Bupati Eepala Daerah Tingket IT Slemsn Nomor
66/Kep KEDH/1530 ;

MEMUTUSEAN

MENETAPKAN : Keputusan Jupatl Kepala Daerah Tingkat IT Slemen ten =
tang Pedoman Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan Dae
reh ( APBD Tingkat II ) Kabupaten Daerah Tingkkat II =
Sleman,

BAB I
HETERNTUAN UMUM

Pasal 1
Dalan Eeputusan 4ni yang dimaksud dengan :

e. Kepala Daersh adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Sleman.,

b. Instansi adalah : Bagian/Satusn Kerja Selkretariat
Wilayeh Daerah, Kantor, Dinas, Inspektorat, Per-
usahaam Daersh, Sekretariat Dewan Perwakilan Ralk-
yat Deerah (DPRD), Mawil Hansip, Dadean Perencana-
an Pembangunan Daerah ( BAFPEDA ) dan Badan FPem=
binaan Pendidikan Pelaksanaan Fedoman FPenghayatan
den Pengemalam Pancasila ( 3P7 ) Kabupaten Daersh
Tingkat II Sleman

¢. Anggaran Pembangunen adalah Anggaran Eelanja Pem-
bangunan Kabupaten Dasersh Tingkat II Sleman,

4. AFSD edslah Anggeran Pendapatan dan Belan ja Daergh
Tingkat II Sleman,

. Tim Perencana adalah Tim Perencana FPembangunan Da-
#rak Tingkat I Sleman.

£, T™= Pengendaili adalsh Tinm Pengendall Pelaksanaan
SssSe=gumen Dgersh Tingkat II Sleman.

E- Tiﬂ, L R




410

2.

T

k.

1.

(1)

Tim Pengewas sdalah Tim Fengawas Pelaksanaan Pelelang
an dan Pembelian/Pengadasn Barang Kabupsten Daersh -
Tingkat 11 Sleman,

Tim Penilai adaleh Tim Penilai peker jaan akhir proyek
Fembangunan Kebupaten Paerah Tingkat IT Sleman.

LK  sdalah Lembaran Kerja

DIPUA edalah Defter Isian Proyek ;

DIPDAL adalah Daftar Isian Proyek Deerah Lanjutan.
FO. adalsh Petunjuk Operasional,

Froyek Fisik asdelah Froyek fembangunan yang berupa -
fisik konstruksi/bansunan dan fisik pengadaan bsrang,

Rualifikasi adalsh penilaian serta penggolongan  pers-
usahaan menurut tingket kemampuan dasarhyae pada masing
masing didang peker jasn dan sub bidang pelkerjaan sep-
ta linglup pekor jaannya,

Yemborongan/pembelian adalah pemborongan peker jaan -
ionstrukei, konsultan dan pengadaan/pembelian barang
bahan dsn jasa,

BPD adaleh Bank Pembangunan Dasrah Fropinai Daerah Is-
timewa Yogyakarta Cabang Sleman.

BAR IT
PEMETATAN LK, DIFDA DAR PO
Fagal 2

Jalam melaksanaksn Anggaran Fembangunan Instansi yang
bersanglutan menyusun LK untui masing-masing proyek -
menurut contoh terlampir,

Salam menyusun LK, Instansi Jang bersangiutan memper -
hatikan ;

2. Pungzsi dan tugas Instansi.
8, Xeranglka Nerja Logis ( KKL ) hasil kesepakatan yang
“izapei didalam proses penyusunan APRD,
“e Stamdardisasi harga barang den jasa yang berlalm 41
Durﬂu
Fasal 3
lewherex Leriag cZimsksud pasal 2 disampaikan kepada
Sepail Escels Dsersh cq. BAPFEDA.

sy - . a8



(2)

(3)

(4)
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(2)

(3)
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Bupati Kepala Dserah menetapkan petugas dari unsur BA-~
FFEDA, Bagian Pembangunan dan Bagian Keuangan untuk me
nelitl, menguji, menilai dan menyempurnaekan Lembaran -
Kerja yang diasjukan oleh Instansl sesual dengan fungsi
nya dam tugas masing-masing,

Setelah lembaran kerja diteliti, diuji, dinilsi dan -
digempurnakan, maka pe jabat sebagaimana dimaksud ayat
(2) dan instansi yeng bersanglkutan memberi paraf psda
lembaran ker ja tersebut .

Hesil penelitian, pengujian, penilaian dan penyempurna
ean lembaran kerja dituangkan dalam Berita Acara.

Fasal 4

Berdagarian lembaran kerjs yans telah disempurnakan S8
verti dimaksud pasal 3 ayat (3) instansi yang berasang-
kutan menyusun Pra Daftar Iaian Proyek Daersh ( Fra =~
DIPDA) yang disampaiken kepada Dupati Kepala Daerah me-
lalui Bagilan Pembangunan.

Bupati Kepala Daerah menetepkan petugas deri unsur Ba -
gian Pembangunan, Bagian Keuangan dan BAPPEDA untuk me-
neliti, mengujl dan menyempurnakan Pra DIPDA sebagai -
mena dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

Delam melaskukan penelitian Pra DIPDA tersebut harus mem
perhatikan penetapan ATYBD Kebupaten Deerah Tingkat II
Sleman tahun anggaran yang bersangkutan,

Berdasarkan penelitian, pengujian, penllaisn dan penyen
purnaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasel ini DIFDA

disyahkan dengan menerbitken Surat Keputusan Pupati Ee-
pala Daerah yang disispken ogleh Bagisn Fembangunan se -
telah terlebih dahulu diparaf oleh Bagian FPembsngunen

dengan memeperhatikan Surat Keputussn Gubernur Hepals
Daerah tentang pengesahan APED Kabupsten CDati IT Sleman

Pasal §

Felaksansan FPenelitisn, penpujian, penilaian dan penyexn
se=rmsan leambaran kerja (LK) dilskultan dalam suatu Koor-
2izasl yeng pensta usshanye diatur oleh RAPFPEDA,

{2} ?Elakﬂﬂ.ﬂﬂﬂﬂ E ko EE e




(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pelaksanaan Penelitian, pengujisn, penilaian dan pe-
nyempurnaan DIFDA dilalukan dalam suatu koordinasi -
yeng penata usshanya diatur oleh Bagian Pembanzunan.

Paegal 6

Setelah penetapan APED, Instansi yang bersangkutan -
harus segera menyampaikan Lembaran Kerja dimaksud pa
sal 2 kepada BAFPPEDA,

Palam waktu 1 (sata) bulan stelah penetspan APBD,
proses penelitien, pengujian, penilaian dan penyempur
nean LK. sebagaimana dimalksud pasal % harus sudah di

-

laksanakan dibawah koordinasi BAPFEDA.

Fra DIFDA untuk proyek-proyak yang dinyatakan tidak
ada masalah dalam penelitian, pengujian dan penlilai=-
an serta penyempurnsan, pengesahannya disiapken oleh
Bagien Fembangunan.

Pagal 7

Berdasar DIPDA yang tekah disyahken kemudian dibust
Petun juk Operasional ( P00 ) sesuai form terlampir -
oleh Kepsla Instansi bagi proyek yang dipiwmpin oleh
stafnye atau oleh Selretaris Wilayah Deserah bagi pro
yek yang dipimpin oleh Hepalas Instansi.

Fetun jukk Operasional merupakan psdoman pelaksanaan -
yang wajib ditasti dan dilaksanakaen oleh Pemimpin -
proyek.

PO momaat @

a. Hal=hal yang tercantum dalam LK dan DIFDA.

b. Uraien kegistan dengan alokasi anggsran per tri -
wulan,

. Tetunjuk-petunjuk lain yang Gipandang perlu.

{4’) Petunjuk, IR R R
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(4) Petunjuk operasional tersebut disampaikan kepeda -~
Bupati Kepala Daerah Cq, Bagien Fembangunan dalam -
rangkap 8 (delapan) untuk diperiksa BAPPEDA, Bagian
Keuangan, Inspektorat Wilaysh Esbupaten dan Instan-
g1 pelaksana,

(5) Petunjuk Operasionsal sebagaimana dimaksud pada ayatb
(1) diatas harus diterbitian selambat-lambetnya 10
(sepuluh) hari setelah DI=Da disyahlan,

BAE TIII
PEMINPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEE.

FPaaal §

(1) Pemimpin Proyek adslah Pejabat dari Instansi yang v
bersangiutan sesuai dengan bidangnya, ditetapkan -
pleh Bupati Kepala Daerch dengan surat Eepubtugan -

atas usul Kepals Instansi melalui Bagian FKeuangan,
(2) Eetentuan/persyaratan Pemimpin Proyel,

8. Dalem rangka pelaksanaan pengawasan melekat (BUILT)
1l CONTROL) diusahsken dapat diusulkan Fejabat -
Yyang berada dibawah Kepala Instansi dengan kea
tentuan @

- Untuk Fe jabat,...




(3).

(4).

(5).

(8).

(T).

= Untuk Pejabat Daerah Tingket II gerendah-rendah
nya eselon V dan stinggi-tingzinya eselon IV.

= Tidak menjadi Pemimpin Proyek sektoral atsu Da-
- i i

B, Dalem hal tidak adanys pejabat yang memenuhi ke-
tentuan butir a, dapat diusulkan pe jabat lain di-
bawsh kepala instansi dengan ketentuan sebagal =
berikut :

= Tingkat pendidikan sarjana dengan pengalamen -
kerja di Pemerintah sedikit-dikitnye 3 (tiga )
tahun,

= Tingkat Pendidikan sarjsna muda dengan pengalam
an kerja di Pemerintah sedikit-dikitnya 6 (enam)
tabun,

= Tingkat Pendidikan SMTA dengan pengalaman kerja
di Pemerintah sedikit=-dikitnya 8 ( delapan) ta-
hun,

Pemimpin Proyek bertanggung jawab baik dari segi kem
gngan maupun fisik pelaksanasn proyek yang dipimpin-
nya sesuai dengan DIPDA dan PO untuk Proyek tersebut

Femimpin Proyek tidak boleh mengadakan ikaten yang-
akan membaws askibat dilempeuinya batas anggaran yang
tersedia dalam DIPDA Yang bersangkutan.

Pemimpin Proyek wajib dan bertanggung jawab atas pe
nyampalsn laporan-laporan Yang ditentukan dalam kepu
tusan ini tepat pada waktunya, kepads pe jabat yang -
berkepentingan dan diketahui oleh kepada instansi ba
g1 Pemimpin Proyek yang bukan kepala instansi.

Femimpin Proyek bertanggung jawab atas kelancaran -
den penyelesaian proyek tepat pada waktunya.

Femimpin Proyek berkewajiban melaicukan pengawesan -
dan pemeriksaan terhadap bendahareswan proyek sesuai-
Ssagen Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330 /
/V/3/1968 sedikit-dikitnya 3 (tiga) bulan sekali de
SSe== meabuat Berita Acarg Pemerikssean yang disampai-
2= ke=pads Bagisn Keuangan dan Inspektorat Wilayah -
Lsvucases,

(E}q Bila LRI R R R
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(8). Bila dipandang perln Pemimpin Proyek dapat menunjuk
/mengangkat petugas pembantu Pemimpin Froyek untult-
bidang administrasi, bidang pelaksansan dan bidang-
teknis,

(9). Tanpa mengurengi wewenang dan tanggung jawab pemim-
pin proyek, bendaharwwan proyek wajib mengirimkan -
surat Fertanggungan jawab Pelaksansan Anggaran Pembg
ngunan (SFJP) kepada Bupati Kepala Daersh cqg Kepals
Bagian Eeusngsn paling lambat tanggal 10 (sepulun),
bulan berikutnya.

(10). Terhadap proyek-proyek yang dipandang ada hambatan
dilakuksn evaluasi tentang mansgemen proyek oleh=
Tim Fengendali, hasil evaluesi disampaikan kepads -

pemimpin proyek yang bersangkutan dan atasen lang =
sungnys.

(11). Pemimpin Proyek yang melakukan perjalanan dinas, cu
ti , sakit, atau karena sesuatu hel berhalangan ha
dir maka :

a. Bila melebihi 3 (tiga) hari sampai 1 (aatu) bulan
Femimpin Proyek tersebut wajib memberikan surat -
kuasa kepads pejabat yang ditunjuk untuk melaksa-
nakan tugas-tugas Pemimpin Proyek atas tenggung -
jewab Pemimpin Proyek yeng bersangkutan dengan di
ketehul Bupati Kepala Daerah / Kepala Instansi,

b, Bila melebihi 1 (satu) bulan sampai 3 (tigas) bu -
lan harus ditunjuk Pejabat Froyek dan diadakan be
rita acsra serah terima,

¢. Bila Pemimpin Proyek sesudah 3 (tiga) bulan belum
dapat melaksanakan maka dianggap yang bersanglut-
an telah mengundurkan diri atau berhenti dari ja=
batannya sebagsai Pemimpin Proyek dan oleh karena
itu diusulkan penggentinya.

(%2). Espals Instansi bertanggung jawab atas Program-pro-

=== pembdangunen dilingkungan instansi yang bersang
e, '

Pasal 9

(* ). Seninterens Froyek ditetapkan oleh Bupati Kepala -
Jmscu: stas wewl Kepala Instansi yang bersangkutan,

1&"'.1;. L ]




(2).

(3).

(4).

(5).

lewat Bagian Keuangan serta memperhatikan syarat
ayarat sebagai berilut :

= Serendah-rendahnys menduduli golongan 11 dsn -
setingii-tingginya Golongan III berdasarkan pe
raturan perundangen yang berlaku.

= Diutamakan yang mempunysi ijasah Bendaharawan-
setidak-tidaknye pendidikan SMTA,

- Mempunyai sifat dan akhlak yang bailk sntara la-
in jujur, dapat dipercays, tidak pemabuk -
dan penjudi atau pemboros,

= Tidak merangkap bendaharawan proyek sektoral dan
bendaharawan rutin,

Bendaharawan proyek yang sudah bertuges selama 5-
(1ima) tahun berturut-turut pada satu proyek agar
diusahakan untuk diusulkan penggantinya,

Tugas dan tanggung jawab Bendaharawan Proyek/pem-

bantu bendaharawan proyek sesuai dengan ketentuan

sebagaimana distur dalam Peraturan Pemerintah No.

5 tahun 1975, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
11 tehun 1978 dan ketentuan perundangan lainnyas =-

yang berlaku bagi pengurusen keuangan daerah,

Bendaharawan Proyek wajib memperhatikan keamanan
penyimpanan uang proyek sesuai dengan peraturan =
perundangan yang berlsiu.

Selambat-lambatnya pada tanggsl 10 (sepuluh) tiap

bulan Bendsharawan Proyek wajib menyampaikan la =

poran keadsan kas pembangunan (LKKP) mengenai bu-

lan yang lalu kepada Bupati Kepala Dserah Cq. Eepa
la Bagian Keuangan,

(%) .Fada akhir tahun anggaran yang bersangkutan benda-

(7).

Barawen proyek menyetorkan kembali sisa uang untuk
Sipertanggung jawaban (UUDF) yang sudash tidak @i =
Emmskan lagi maupun yang belum digunakan,

“ifalem melakssnagkan pembukuan dan pengadministra
#ian Serhadsp pelsksansan Anggaran Pendapatan dan
S=_a= s Deerah wajib memperhatikan petun juk-petun
JEX falss buku administrasi keuangan daserah seba-
f5C Eisaxsed dalem Keputusan Menteri Dalam Negeri
fs. S8 - 005 tahun 1980 tanggal 2 April 1980,

8.Bendaharawan....
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(8). Bendaharawan Proyek ysng melakukan perjelanan dinas
cutl, sakit, atau karena sesuatu hal berhalangasn ha
dir maks :

a, Bila melebini 3 (tiga) hari sampai 1 (satu) bu -
lan bendaharawan proyek tersebut wajib memberi -
kan surat kuass kepada petugas ysng ditunjuk un-
tuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahg
rawan proyek atas tanggung jawab bendsharawan -

proyek yang bersangkutsn dengan diketshul Pemim-
pin Proyek.

b. Bila melebihi 1 (satu) bulen sampai 3 (tiga) bu-
lan harus ditunjuk pejabat bendaherawan dan dia-
kan berita acara serah terima,

¢. Bila hendaharawan proyek 3 (tiga) bulan belum in
ga dapet melaksanaksn tugas make dianggap yang -
bersangkutan telah mengundurken diri atau berhen
tl dari jabatan sebagai bendasharawan proyek dan-
oleh karena itu segera diusulkan penggantinya,

Pagal 10

Hal-hal yang mengenai pelaksanaan proyek skan diatur =
sendiri dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah ten-
tang petunjuk pelaksanaan Proyek Fisik Pembangunan Dae=

reh (APBD Tingkat II ) Kabupaten Daerah Tingkat IT -
Sleman .

BAE IV
FENYALURAN EKEUANGAN
Fasal 11

{7). Anggaran yang diperlukan untuk membiasyai proyek,=-
2isedisken dengan jalan penerbitan Surat Keputus-
&= Otorisasi (SK0).

(2], SED d3terbitkan segera setelah pengesahan DIPDA, |

(7). SED w=sli disampaikan kepads Femimpin Proysk, Ben-
Satsrswsn Froyek dan Bagian Keuangan, tembusannys
Ssasseiken kepads Bagian Pembangunan, Inspekto =
rat ¥ilsrak Tadupeten Dati IT Sleman dan Kepala =
Tzstamsl yamg dersangiutan.

ClY S orowho e



(4). SKO hanys berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 12

(1). Berdassrkan SKO, Bendaharawan Proyek atas Perintah
Pemimpin Proyek mengajukan Surat Permintaan Pemba-
yaran Anggaran Fembangunan (SPPP) kepada Kepala Ba
gian Keuangan dalsm rangkap 4 (empat).

(2). Pengajusn SFPP untuk pembayaran beban sementara di
atur sebagai berilkut :

8., Untuk keperluan setinggi-tingginya 1 (satu) bu-
lan *

b. Untuk keperluan setinggi-tingginya 3 (tiga) bu =
lan apabila jumlah keseluruhannya tidak lebih da
ri Rp. 5,000,000,~ (lima juta rupiah).

(3). Perubahan ataa batas jumlah sebagaimana dimaksud da
lam ayat (2)huruf b pasal ini, ditetapkan oleh Kepsa
la Daerah dengen memperhatikan rincian kebutuhan =
dan waktu penggunaan.,

(4). Bagian Keuangan dilarang melakulkan pembeyaran Beban
Sementara apabila :

a. Permintaan pembayaran tersebut tidak sesuai de =
ngen DIFDA den PO atau melampaui jumlah usng yang
disediakan dalam SKO;

b. Fermintaan pembayeran tersebut tidalk lengkap :

v

¢. SKO asli bersangkutan belum diterima

d, Surat Pertanggung- jawaban Pelakssnaan Anggaran -
Fembangunan (SPJP) untuk bulan terdahulu belum di
sersahkan;

8.5aldo uang kas dan saldo bank magih culup.,

e
W

-
-

Fengajuan SPPP beban Tetap disertai dengan surat-su
FE% Pukti yang ssh sesuai dengan peraturan yang ber
~&sm fan disjukan selambat-lambatnya dalam waktu 6=
\#=&x] Zari kerja setelah diterimanya tagihan yang-
memscm=® syerat dari pihak penagil,

['5). Tiﬂ.p R T T ]




(6).

(7).

(1).

(2).

(3).

(4).

(5).

(6).

519

Tiap-tiap SPPP dan tiap-tiap bukti pengeluaran
harus disetujui terlebih dahulu oleh Femimpin-
Proyek; SPPP Beban Tetap diajukan sesual dengan
tahapan pembayaran sebagai ditetapkan di dalam
Surat Perjanjian.

Untuk pengujian SPPP diperluken SKO asli,

Pasal 15

Pembayaran atas pelaksanasan pekerjaan pemborong-
an/pembelian oleh pihak ketiga, pembelian barang
termasuk pembelian bshan kepada pihsk ketiga ba-
gl pekerjsan yang dilaksanakan sendiri, yang ber
nilai diatas Rp. 5.000,000,~- (lims juta rupiah )
dilaksanekan dengan Beban Tetap.

Pelaksanaan peker jaan pemborongan/pembelian oleh
pihak ketiga, yang dilakukan dengan Surat Per jan
jian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri-
tentang Pelaksanaan Anggaren Pendapatan dan Be -
lan ja Daerah, pembayarannye dilakukan dengan Be-
ban Tetap.

Pembelian barang-barang dan bahan-bahan untuk pe
ker jaan swakelola yang dilakukan dengan surat -
per janjian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam -
Negeri tentang Pelaksansan Anggaran dan DBelanja
Degerah, pembasyarannya dlilakukan dengan beban te=
tap.

Baglan Keuangan meneliti dan menentukan apakah -
pembayarannya harus dilakuken sebagai beban te -
tap atau Beban Sementara.

Untuk SPPP Beban Tetap, Bagian Keuangan meneliti
segals persyaratan serta kelengkspan SPPP terse-
but sesuai dengan perafuran yang berlaku.

Untuk SPPP beban sementara, Bagian Keuangen ha =
oy meneliti seberapa jauh dana snggaran untuk -
jemis pengeluaran dalam tolok ukur bersangkutan
mmsis Sergedia, sedang kelengkspan serta persye-
satsx laisnys akan disertakan pada saat pengaju-
- 5357,

(7). Dalsm cevcvasne

—




(7). Dalam waktu 2 (dua) hari kerja terhitung diterima -
nya permohonan SPFF secara lengkap harus sudah ada-
penyelesaian dengsn penerbitan SPMU oleh Bagian Keu
angan; Penolakan secars tertulis atas SPPP dileng =
kapi dengan alasan-alassn dari Bagian Keuangan kepa
da Pemimpin Proyek yang bersangkutan dengan tembus-
annya disampaikan kepada Bappeda, Bagian Pembangun=-
an dan Ingpektorat Wilayah -

(8). SPMU asli Beban Sementars disampaiken kepade Benda-
harawan Proyek, tembusannya disampaikan kepada Ba -
gian Pembangunan, Instansi yang bersangkutan dan BFD

(9). SPMU Beban Tetap langsung ditulis atas nama dan di-
sampaikan kepada pihak ketiga/rekanan yang bersang-
lkuten, sedangkan Bendaharawan Proyek yang bersang -
kutan menerima tembussnnya selambat-lambatnya akhir
bulan dari tanggal penerbitan SPHU.

(10) .Dalam rangka pengadaan barang~-barang apabila barang
tersebut tidak ada/tersedia di Daerah Kabupaten Ting
kat II Sleman maka pengadaannya dapat dileksanaksn-
/dicariken diluar Daerah Kebupaten Dati II Sleman de
ngan ijin tertulis dari Bupati Eepala Daersh lewat-
Tim Pembinaan dan Pengendalian,

Dalam hal ini Pemimpin Proyek harus membuktikan bah-
wa barang tersebut tidak ada/tersedia diwilayah Kabu
paten Daerah Tingkat IT Sleman.

- 7 (11) ,Untuk Proyek Penun jangan Frasarana Perhubungan dan -
Pembelian barang-barang langka yang tidak dapat diper
oleh didalam pasaran bebas, pembayarannys dapat dila
kukan dengan Beben Sementara setelsh mendapat perse
tujuan tertulis dari Kepala Daerah, yang didalam pe=-
laksanaannya memperhatilan Keputusan Menteri Dalam -
Negerl tentang pelaksanaan Anggaran Fendapatan dan
Selanja Daerah.

(12) ;Sendaharawan Proyek dan fekanan untuk atas namenys ma
sing-mesing membuka rekening giro pada BPD,

(13) .S5endazerguan Froyek dilarang menyimpan uang tunai le-
Bi8 é=rdi 2p. 5,000.000,- (1lime juta rupiah),

(14‘ ]I ..!Ltlﬂ LA S A A RN R N




(14).

[ )
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(1 ]'I

(2 ).
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Ates dasar SPMU asli, Bendaharewan Proyek atau re-
kenan menge jukten penagihan kepada BPD,

Paaal 14

Ditunjuk sebagai kentor pembayaran adalah BFD.

a. BPFD setiasp bulan memberikan laporan keuangan"pqg
bangunan Daerah Tingkat II kepada Bupati Kepala-
Daerah Tingkat II Sleman dengan tembusannya ke -

pada Bagian Pembangunan, Bagian Keuangan dan Kan
tor Bappeda.

b. Laporan Keuangan Pembangunan tersebut dibuat 2 -
(dua) macem yaitu :
b.1. Laporan Keuangan Pembangunan Froyek-proyek-
yang dibiayai dari dan Inpres Dati II, dan
b.2. Laporan Keuangan Pembangunan Proyek- proyek
yang dibiayai dari dana non Inpres Dati II,

BAB V
PELAKSANAAN PROYEK

Pasal 15

Pada dasarnya semua pelaksanaan pekerjaan diberi =
kan kepada pihak ketiga dengan memperhatikan Daf =
tar Rekanan Golongan Ekonomi Lemah (DRL) dan Daf =
tar Rekanan Mampu (DRM) serta mengutamaken rekanan
setempat.

Pelaksanean proyek bilamena dipandang perlu dan se
panjang kemampuan di bidang peralatan dan teknis =
memungiinkan dapat dilaksanakan sendiri oleh Ins =
tansi yang bersangkutan (swakelols). Pelaksansan =
Swakelola tersebut dengen ijin Bupati Kepala Daerah,

Paﬂal 16 -.-.'..‘.I'I'llI..I



Fasal 16

FPada lokasi proyek-proyek fisik herus dipasang papan na
ma proyek yang menyebutkan : Nams Proyek, Lokasi, Volu-
me , Fisik., Biaya , Masa pelaksanaan dan Pelsksana -
proyek,

Pasal 17

Proyek yang bersifst survey, penelitian dan pemrosesan-
data dilaksanakan setelah disdakan koordinasi/konultasi
dan mendapat persetujuan Bappeda atas nama Bupati Kepa-
la Daerah.

Apabila dipandang perlu dapat menggunakan tenagsa konaul
tan atau Perguruan Tinggi/Lembaga Ilmiah bailk negeri -
meupun Swasta,

Dalam pelaksanaan di lapangan, sepanjang mengikut serta
kan tenaga asing sebagai patner, maka segala sesuatunys
harus mengikuti pereturan perundangan yang berlalku,

Pasal 18

Untuk proyek-proysk yang berupa penataran, pendidikan -

atau kursus-kursus yang bersifat umum dilaksanakan dengan

koordinasi dan atau dipusatkan di Bagian Kepegawaian, se
dangken yang bersifat khusus dapat dilakssanalan oleh Ins
tanel yang bersangkutan,

Pasal 19

Tatacara pelaksanaan Pemborongan/Pembelian dietur ter -
gendiri dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor

Tentang petunjuk pelaksanasan proyek Fisik
Fembangunan Daersh (APBD Tingkat IT) Kabupaten Daerah -
Tingkat II Sleman,

FPasal 20

21 dalsm melaksanslkan proyek dilarang mengadakan Pemeceh
%5 suatu proyek untuk usaha menghindar i pelelangan dan
£%2u Jeminan penawaran maupun penggantian biaya pembuat-
in coimmen lelang,

PESBJ. 21 SssssnunnanE
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Pamsgl 21

Prayakhprnyak yang dibiayai dengan Dana Pos Transito dan
Dana dari Pemerintah Pusat atau dana dapi Bantuan Luar -
Negeri akan diatup sesuai dengan ketentuan yang mengatur
Proyek-proyek tersebut,

(2).

(3).

(4).

(3).

mata anggaran Jang pembayarannya dengen SPMU Beban
Tetap dipungut oleh Brp selanjutnya disetop ke Kas
Negara,

Foto copy bukti setor dikirimkan masing-masing ke-
Inapeksi Fajak, Inspektorat Wilayah Kabupaten dan
Bagian Keuangen,

Setiap 3 (tiga) bulan sekali BPD menyampaiksn lg -
Poran tersebut pada ayat (1) pasal ini kepads Bupa
ti Kepala Daerash Cq. Bagian Keuangan dengan tembug
annya disampaikan kepada Inspektorat Wilayah Kabu-
paten,

Femungutan Pph bagi UUDP dilalukan oleh Bendaharg-
wan yang bersnngkutan, untuk 4ini Bendaharawan harus
mendapatkan Surat Penun jukan sebagai wajib pungut -
dari Tnspeksi Pajak,

Pajak Pertambghan Nilei (PPN) vyang terhuteng dipy -
ngut oleh Bendeharawan Proyek, BPD dan Bank Femerin
tah lainnya disetor kepade Kantop Perbendaharaan Ne

Pedoman, tatacara pemungutan besarnya dan carg pe =
nyetoran tersebut ayat (1) den ayat (4) pazal ini -
adaleh sebagai berilut
8. FFh berdasarkan Keputusan Menteri Keuvangan Nomop
S65/KEMK. 04/1983,
b. PPn berdssarkan Peraturan FPemerintah pengganti -
E:ﬂlnghundang 3
- %o : 123?!!{115.04!19‘38 tanggal 23 Desember 1988
“E=xteng Tata cars pemungutan dan Pelaporan Pa=-
<8k Partasbehan Nilsi dan Pajak Fenjualan gtag
Sereny Mewah oleh Sendsharawan sebagai pemu -
= jajei,



= Nomor : 1289/KMK.04/1988 tentang Tatacara Pe -
mungutan, Felaporan dan Penyetoran Pajak Fer -
tambahan KNilai dan Fajak Penjualan atas Barang
Mewah oleh Badan-badan tertentu sebagai pem =
ngut pajak.

Fasal 23

(1). Pelaksansan pekerjean Proyek, baik fisik meupun keu
engan tidsk boleh menyimpang dari DIPDA yang telah -
disyahksn dan PO yang telah diterbitkan.

(2)s Dalam hal-hel yang tidak dapat dielakkan, perubahan/
pergeseran (revisi) DIPDA yang telah disahkan dapat
dilaskukan, untuk ini pemimpin proyek yang bersangkut
an dengan diketshui Kepala Instensi mengusulikan per-
ubahan/pergeseran DIPDA kepada Kepala Daserah melalui
tim pengendali dengan menyebutkan alasan pergeseran
dan dilampiri lembaran DIPDA yang mengalami perubahan
/pergeseran, tembusan déengan lampiran disampaiksn ke-
pada Bagian keuangan, Bappeda dan Inspektorat Wila -
yah Kabupaten .,

(3). Tim pengendali ményampaiken pertimbangsn atas usul-
perubahan/pergeseran (revisi) DIPDA dimsiksud kepada
Kepala Dserah,

(4). Proyek yang diusulkan untuk direvisi baru dapat di -
laksanakan sesuai dengan revisi DIPDA, setelsh mends
Pat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah, kecuali
ditentukan lain,

(5). Revisi DIPDA diatur sebagai berilkut -

a. Terhadap proyek-proyek yang dibiayai dari Dasna -
Inpres maupun Pendapatan Asli Daerah, revisi da -
pat dilaskukan oleh Pemimpin Proyesk sepan jang :

1. Perubshan berupa penurunan volume tolok ukur -
yang terjadi karena adanys perubshan harga stan
dar, sepanjang tidalk melampaui batas biaye yang
tersedia untuk itu,

2. P‘m‘h.ﬂ A Y T S R R EE T
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2. Ferubshan partisl sampal setinggi-tinggi-
nya 15 % dengen perubshan total sampai se
tinggi-tingginys 10 ¥ diatas atau dibawah
volume tolok ukur yang tercantum dalam =~
DIPDA sepanjang tidak melampaui batss bi-
aya yang tersedia untuk itu, dan segera -
dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.,

b. Perubahan kerena adanya kesalahan tehnis ad-
ministratif baik angks maupun huruf, revisi -
dapat dilakuken pemimpin Proyek setelah men-
dapat persetujuan tertulis dari atasan lang=
sungnya ( Pejebat yang membuat PO ).

¢. Revisl dapat dilakseanakan atas persetujusn =
Kepala Daerah sepanjang perubahan partial di
atas 15 % sampai 20 % dengan perubahan total
sampal setinggi-tingginya 20 %.

d. Perubahan lokasi dan pergeseran blaya antar,
DIPDA ditetapkan oleh Bupatl Kepala Daersh -
serta dicantumksn dslam Perubahan Anggaran.

(6). Tolok ukur pertisl sdalsh volume hasil skhir ke-
giatan, standar bisya yang tercantum dslam satu
kegistsn DIPDA.

(7). DIPDA dimaksud pssal ini adalah DIPDA yang @i =
sahkan berdasarkan peraturan dserazh tentang Fe=

- netapan APBD/Perubshan AFBD serta Keputusan =

Bupatl Kepala Daersh tentang Pen jabarannya,

(8). Dalam perubahan/pergeseran ssbagaimana dimsksud
dalam ayat (5) pssal ini dilarang mengadakan per
ubghen/pergeseran :

e, Yangz akan berakibat mengubah kwalitas, volume
atau harge yang telah ditetapksn delam stan =-
dar» yang bersangkutan,

®, Yeng aken bereskibat mehambah bisya untuk gaji
dsn homorarium, '

2. Tang akan berskibst mengurangl dane yang diss
£ aren mntuk keperluan Bea masuk dan pajak,

&, Dalal ..oavvine
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(1).

(2).

(3).

(4).

(5).

d, Dalam hal perkiraan sassran-sasaran tahunan ti
dak jelas diuraikan dalam DIPDA karena antara-
lain tidek dapat diukur/dihitung.

e, Yang aken menimbulkan bagian proyek/tolok ukur
baru yang semula tidak tercantum dalam DIPDA,

BAB VI
LAPOHAN PELAKSANAAN
FPasal 24

Pemimpin Proyek menyampaikan laporan bulanan kema

juen fisik den keuangan proyek dengan mengisi blan
ko (form G 1) yang telah ditentuken dari masing -

masing proyek yang dilaksanskan,

Laporan tersebut dibuat rangksp 7 (tujuh), selambat
lambatnya tanggal 10 bulen berikutnya laporan ter =
sebut disampaikan kepada Bupati Kepala Daersh cq.Bs
gian Pembanguran,

Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
pasal ini tembusannya disampaikan kepada :

&« Bappeda Tingkat II

b. Inspektorat Wilayah EKabupaten,

¢« Baglan Keuangan,

d, Dinas/Instansi yang bersangkutan,

Apabila laporan dimaksud ayat (2) belum diterima =
Kepala Bagian Pembangunan mengirim peringatsn I =
(pertama) kepada Pemimpin Proyek yang bersangkutan
dan tembusannya disampeiken kepads Bappeids, Inspek
torat Wilayah Kaebupeten, Bagian Keuangan dan Kepa=-
la Dinas/Instansi ysng bersangkuta,

Apsbila sampsi tenggal 20 bulan berikutnyas laporan
dimeksud ayat (2) belum diterima maks Kepals Bagian
fesbengunan mengirim peringatan II (dua) yang teme
bussanys disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah,
Bappeds, Inspektorst Wilayah Kebupaten, Bagian Bsu
&ngen d@sn Dines/Instansi yang bersangkutan,

{E)g fﬂmi'ﬂl:piﬂ ssssasssnmaE



(6).

(7).

(8).

(9).

(1).

i
i
o
i

Pemimpin Proyek wajib membuat laporan yang diketahul
Kepala Instansi atas barang-barang bergerak maupun -
tidak bergerak yang diperoleh dari proyek pada tahun
anggaran yang berssngkutan kepada Bupati Kepala -
Daersh Cq. Bagian Umum dan Protokol tembusannya diki
rim kepads Tim Pengendali dan Inspektorat Wilayah Ka
bupaten,

Berdassarken laporan bulanan dari Pemimpin Froyek -
(proyek-proyek Inpres dan Subsidi Pembangunan kepada
Dasrah Bewahan) Bupsati Kepale Daerah Cq. Bagian Fem-
bangunan menelaah dan membuat laporan Rekapitulasi =
kema juan fisik dan keuangan dengan menglsi blanko =
yang telah ditentuksn untuk dikirim kepada Gubernur=-
Kepala Daerah setiap tamggal 10 bulan berikutnya se-
bagai laporan,

Untuk proyek-proyek AFED II Bagian Pembangunan membu
at Rekapitulaai kemajuan fisik den Keuangan kepada =
Bupati Kepala Daerah.

Sebelum hasil proyek fisik konstruksi disershian ter
lebih dehulu dilaksenalkan penilaian oleh Tim Penilai
yang dibentuk dengan Surat Beputusan Bupati Kepsls -
Daerah, dan hasil penileian tersebut dituangkan dslam
Berita Acara,

Apebila suatu proyek telah selesai maka Pemimpin Fro
vek bersama Kepala Instansi yang bersangkutan menys-
rehkan proyek atau hasil pekerjaan yang teleh sele -
szl btersebut berikut seluruh kekayaannya kepads -
Bupati Kepala Daerah dengan Berita Acara, Penyerahan
tersebut disampaikan kepada Bappeda, Inspektorat Wi-
layah Kabupaten, Bagian Keuangan dan Pagien Pemba =~
ngunan.

Fasal 25

¥onitoring pelaksansen proyek-proyek Anggzaran ‘enda
paetan dsn Belania Daersh Tingkat II atas kemajuan -
pencepsisn target fisik, target keuangan serta tar-
get fungsicnal dllskssnskan bersama-sama oleh Bagian
Keuangsn, Sagisn fesbangunan den Bappeda.

{E}- Untuk seevsssssscns



(2).

(1).

(2).

(3).

Untuk memperlancer tugas sebagalimana tersebut da
lam ayat (1) pasal ini, Pemimpin Proyek berkewa-
jiban menyempaiken laporan triwulan rengkap 7(im
juh) dengan menggunaksn formulir yang telah di =
tentuken oleh Tim Pengendali Cq Baglan Fembangun
an selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan
pertama triwulan berikutnya.

Pasal 26

Khusus untuk proyek fisik konstruksil selain la =
poran sebsgaimana dimaksud pasal 24, Pemimpin =
proyek menyampaikan laporan kepada Kepala Insten
sinya baik pelalkun penanggungz jawab maupun atasan
langsung berupa : 1 (satu) eksemplar foto ukursn
kartu pos tentang kemajuan fisik yeng diambil ps
da keadaan 0¥ (persispan), 50% dan 100% pelaksa-
naan pembangunan proyek, foto diambil peda posi-
si yang sama sgelambat-lambatnys pada saat pengs
juan permintaan pembayaran,

Kepala Instansi baik selaku penanggung jawsd mau
pun atasan langsung wajib melaksanakan pengumpul
an dan memelihara semua dokumentasi sebagei ter-
sebut pada ayat (1) pasal ini,

Kepala Instansi baik selaltu penanggung jawab mau

pun atasan langsung wajib menunjukkan dokumen -

tersebut ayat (2) pasal ini apabila diperlukan -

oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawaz Ke

wengan dan Fembangunan, Inspektorat Jendral Fem-

bangunen, Inspektorat Jendral Departemen Delam -

Kegerdi, Inspektorat Wilayah Propinsi, Inspektorat
Wilaysh Kabupaten dan Tim Pengendali,

Pasal 27

Femimpin Projyek diwajibkan menyampaikan laporen pelek
ganasn proyek lsnjuten (DIPDAL) setiap bulan sampai -
proyek selesel balk fisik maupun keuangan dengan form
yang telsh ditentumiaxn,

?“‘1 EB aRBFEFIBEDEIREREDN
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Pasal 28

Femimpin proyek yang menyelenggarsakan survey/penelitisn
diwajibkan mengirimkan hasil penelitien bersama-sams de
ngan laporan terakhir pelaksanaan proyek kepada Bupati-
Kepala Daesprah Cq Bagian Fembangunan dengan tembusan ke-
pada Bagian Keuangan den Bappeda,

Pasal 29

Untuk proyek-proysi konstruksi/fisik seperti gedung, ja
lan, jembatan dan sebagainya Pemimpin Proyek selain di-
wa jiblkan mengirim laporan-laporan tersebut pasal 24, 26,
27 dan 28 diwajibkan pula mengirimken 4 (empet) eksem -
plar rekaman/foto copy kontrak lengkap dengan lampirsn-
nya masing-masing kepads Bagian Pembangunan, Bagian Keny
angen, Bappeda dan Inspektorat Wilayah Egbupsten Selam-
bat-lambatnya pada saat Pengajuan termin 1.

Fasal 30

(1), Selambat~lambatnya tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan
bendasharawan proyek mengirimken SPJP mengenai by -
lan yang lalu kepads Bupati Kepala Daerah Cq Bagi-
an Keuangen rangkap 2 (dua) dan 1 (satu) eksemplar
langsung dikirim ke Inspektorat Wilaysh Esbupaten,

(2). Apsbila SPJp dimaksud ayat (1) belum diterima, Ke
pala Bagian Keuangan mengirimken Surat FPeringatan
Pertama kepada Bendeharawan Proyek yang bersang -
kutan dengan tembusan dikirimkan kepads Pemimpin-
Froyek, Kepala Instansi yang bersangkutan dan Ins
pektorat Wilayah Kebupaten,

(3). Apabila sampai tanggal 20 (dua puluh) builen terse
but SEJP belum juga diterima Kepala Bagian “ewangan
mengirimkan surat pPeéringatan kedua yang tembusan-
nya disampaikan kepade Bupati Kepala Daerah, Femim
Pin Proyek, Kepala Instensi yang bersangkuten dan
Inspektorat Wilsyash “abupaten, '

(4). Apabila pada Bendgherawan Froyek terdspat gisa -

UUDF yang tidak dipergunaksan lagi untuk pelaksans
&N pProyek maks siss tersebut harus disetorkan kem

bali ke BPD,, s2laabat-lambatnys Peda saat penga -
Juan sPJF Fang terakhir,
(5) .Sendanarswan ... ..




(5).

(1).

(2).

(3).

(1).

(2).

(3).

Bendaharawan Froyek wajib menyelenggarakan pembukuan
yang tertib dsn bertanggung jawab sesual dengan per=-
aturan perundsngan yang berlaku, sehingga setiap sa-
at dapat diketahui :

&, Dahwa komitmen-komitmen yang telah dibuat tidak -
melampaul bates kredit anggaran yang tersedia yang
tersedis untuk proyeknya.

b. Jumlah uang/anggaran yang tersedia,

c. Keadasn/perkembangan keuangan proyek.

Fasal 31

Kepala Bagian Keuangan atas nema Bupati Kepala Daersh
meneliti, menguji dan mengesahkan SPJP,

SPJP yang telah disahkan, lembar ke II dikirim kemba-
1i kepada Bendaharawan Proyek.

Jumlah uang delem SPJF yang tidak dapat disshksn plsh
Bagian Keuangan merupaken Saldo/tambahan saldo UUDF -
pada Bendaharawan Proyek yang belum dipertanggung ja=
wablean,

Pasal 32

Selambat-lambatnya pada tangegal 10 (sepuluh) tisp bu-
lan Bendaharawan Froyek harus sudash menyampaiken la -
poran Keadaan Kas Pembangunen (LKKP) bulan yeng islu
kepada Bupati Kepala Daerah cq Baglan Keuangan.

Tiap LEKFP disetujul terlebih dahulu oleh Pemimpin =
Proyek,

Apebila LEKP dimaksud ayat (1) belum diterime Espala-
Bagian Keuangen mengirim surat peringatan pertems ke-
pada Bendaharawan Proyek yang bersangkuten yang tem -
busannya disampaikan kepsds Pemimpin Froyek, Kspala -
instansi yeng bersangkutan dan Inspektorat Wilayash ks
bupaten.

Apabils ssmpal tenggel 20 (dus puluh) bulan fersebut
LXE? belum fuss diterims, maka Bagien Keuangan mengi
rimksn suret peringstan ke dua yang tembusannya di -
sampaikan k=peds Supeti Kepala Daersh, Kepala Instan
8i FPelakssns dan Inmspektorat Wilayah Kabupaten,

(4). Inspektorat ....eeeeeees



(4). Inspektorat Wilaysh Kabupaten mengambil langkah
langkah penyelesaian kelambatan penyampaian -
LEEP tersebut.

Pasal 33

Bagian Keuangan setiap akhir bulan menyampaikan la -
poran kemajuan keuangean proyek-proyek Pembangunan Dag
rah kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusannya di
sampaikan kepads Pagian FPembangunan dan Inspektorat -
Wilaysh Kabupaten.

Pasasl 34

Bagian Pembangunan menyampaiken laporan Bupati Kepala
Daerah tenteng perkembangsn fisik dan keuangan setiap
triwulan dengan menggunekan form-form yang telah diten
tukan dan dikirim kepsds Gubernur Kepala Daerah cq Biro
Bins Pembangunan Dserah dan tembusannysz disampaikan =
kepada Sagian Keunangan, Bappeds den Inspektorat Wila-
yah Eabupaten.

BAB VII

TUNJANGAN KOMFERSASI, KELEBIHAN JAM KERJA/
UANG LEMBUR, UANG SIDANG DAN
BIAYA PERJALAWAN.

Pasal 35

(1). Pegewai Negeri yang menjadi Pemimpin Proyek/Benda-
harawan Proyek dari beberapa Proyek hanya berhak -
mendapatkan satu tunjangan deri jabatan tersebut.

(2). Pegawai Negeri yang menduduki jabastan Femimpin pro
yek/Bendaharawan Proyek dan staf proyek berhak men
depatkan tunjengan selain yang tersebut dalam ayat
(1) passl ini.

(3). Tun jangan kompensasi dapat dibedakan dalam :

&. Tunjangan Kompensasi Eerja (TEK) yaitu tunjang
sn yeng diberikan kepada petugas yang menangani
proysk-groyek Daersh sebagal kompensasi atas -
karye=mye dan depat berupa

- Tunjangen sssessese




= Tunjangan Prestasi Kerja yang diberikan secara ber
kala.

= Tunjangan Pelaksansan yeng diberiken setelah peker
jaan selesai.

Tunjengan Kompensasi kerja tersebut ditetapkan dengan

Surat Keputusan Pemimpin Proysk.

b, Tunjangan Kompensagi Jabatan yaitu tunjangan yang di
beriksn kepada Pejabat atas Jabatan dan tenggung ja-
wabnya dalam Tim yang dibentuk sesuai dengan EKeputus
an Menterl Dalam Negeri, tentang Pelaksanaan Anggar-
en Fendapatan dan Belanja Daersh, yang mengurus masa
lah koordinasi pelaksanaan Pembangunan Daerah, besar
nya tunjengan kompensasi jsbatan untuk masing- ma -
8ing Fejabat ditetapken dengan Surat Keputusan Femim
pin Proyek.

Pasal 36

Bagi pegawal yang melaksanakan tuges-tugas proyek diluaws jam
kerja atau pada hari libur sepanjeng keuasncan terssdis dapat
diberikan :

- Tunjangan kelebihan jam kerja bazi pegeawai golomgan III -
dan golongan IV,

= Uang lembur bagi pegawai golongan I dan II,
Pasal 37

Sagl peserta sidang psda rapat pelaksanaan proyek dapat dibe
rikan uang sidang dengan syarat :

= Ada hasil resume rspat/notulen yang ditanda tangani Pemim-
pin Rapat,

= Dihadiri Pajabat di luar Instansi yang bersangkutan.
Pasal 38

(1). Bagi para petugas proysk yang melaksansekan perjalanan di
nas dalam rangka pelaksansan proyek, dapat diberikan Bia
ya perjalanan dinss,

(2). Surat Perintah Perialanan Dinas untuk pelaksanaan tugss-
tergebut ayat (1) pasal ini ditands tangani oleh pejabat
inspansi yang dikun jungi.




-
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(3).

(1)

(2).

(1).

(2).

(1.

(2).

Tenage-tenaga diluar Tnstansi berssngkutan yang me
ngikuti perjalanan dinss berhek diperhitungkan da-
lam bisys perjalanan.

Pasal 39

Tunjengan kompensasi, kelebihan jam ker ja/uang lem
bur, ueng sidang dan biaya perjalanan bagi parsa pe
tugas pelaksana proyek dibebanken kepada proyek =
yang bersangkuban,

Hel-hal tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur =
bepdasarkan Keputusan Bupatd Kepala Daerah atau Ke
putusan Gubernur Kepala Daerah tentang gtandarisa-
gi harga barang dan jas&.

BAB VIII.

PEMBINAAN DAN PENGENDALTAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PEMBANCUNAN.

Pasal 40

Dalem pelaksansan tuges pembinaarn dan pengendslisn -

Proyek Pembangunan Dsarah Tingkat II Sleman Kepalis -

Daerah dibantu oleh Tim Pengendslisn ysog tugZas dsn
susunan personslianys ditetapksn dengsn Ksputusen Ke=-
pala Daerah.

Bieya pembinaan dan pengendalian tersebub ayat (1) pa
sal ini dibebankan kepada AFBD Ksbupaten Dati IT =
Bleman.

Passl 41

Besarnya Biaya Umum/Penunjangan Proyek untuk Proyek =
proyek Inpres dan proyek-proyek yang dibiayai oleh =
subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawshan di-
tentuksn sesuai dengen peraturan perundangan Yeng ber
laku,

Besarnya Biaya Umum/Penun jangan Proyek untuk proyek -
proyek APBD Kabupaten Dati II Sleman setinggi~-ting-
ginye 2 ¥.

BLBII q-.l--llliliii-.lilil




L34

Babl =%
CENGANASAN PEiAKSANALN PRCYIEK
Pass)l L2

Balan melaksanskan pengawasan pelaksanain proyel, Bupati Kepala
Drerah ca Inspektorat Wilayah Kabupaten melaksanakan tugasnya s€
gual dengan Keputussn Nenteri Dalam Negeri Homor 3 22/ Tahun 1975

Sl‘ki :J:g

ERTENTUAN FENUIUE

pagal 43
Semua bieya vang timbul sabagal akibat pelaksanazn Keputusan ini
dibebanksn pada APED Kabupaten Daerah Tingkat II Slemall,

Pagal 44
Segala sesuatu aiam diubsh dan ditetapkan kenbsall apabila ter -
nyata ai kemudian hari terdapat Kekeliruan dalam Kepubusan ind,

Pasal 45
4al<hal lain yarig belum distur dalam Xeputusao ini skan diatur -
kemidian,

fasel &6

Jengan berlakunya keputusan ini, EaKS Ezyummm Eepals Da
eraly Tingkat II Sledan No. 69/Eap ,KIK// 1389, tmmm !t:-
bih lamjut pelakssnsan Proysk-proyek Pesbengunan Deerah Yetupa ~
ton Doerah Tingkat IT Slsmen dinyetaksn tddsk ‘perlalu lagi,

Pasal 47
Keputusan ini berlaku sejak tunggped ditetapkan, dalam rangka pe-

1aksansan APBD Tingkat IT Slemsn Tahun Anggaran 1990/1991 dan
tatun-tahun berikutnya sepanjang belum diterblikan kepulusen

YallE hard M

Salinan Eeputusan ind A=zampaikan
kepada ik ¢

1, Rapak Subernur Kifl Fropinsi O 0

2, Sdr . Retus DERD Kesbupaten Th 11 Slenan.

3, Sdr . Kepals Inspaktorat Wilaysh Daerab Kab,
' Slemam,

4, Sap . Kepsls Beglan/Dinse se jisb, Deti I Sleman,




